
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNGNOMOR URUT 18 TAHUN 2006TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 18

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 18 TAHUN 2606

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai

dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlumelakukan pengaturan terhadap pelayanan jasa
pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkankelaikan kendaraan bermotor beroperasi dan menjaminkeselamatan para pengguna jasa jalan dan angkutandalamwilayah Kabupatea Sawahlunto/Sijunjung,b. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2005 tentang Pengujian BerkaiaKendaraan
Bermotor berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor
S-093/MK.10/2006 perihal pertimbangan Menteri
Keuangan atas Perda tentang Pemungutan Daerah, maka
agar pendapatan asli daerah dibidang pengujiankendaraan bermotor dapat dilanjut pertu ditetapkan -

kembali Peraturan Daerah dimaksud,"
Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah:

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Retribusi-
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,

hb

. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Susnatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25):



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 198i Nomor 76, Tarubahan Lembaran Negara

| Republik Indonesia Nomor 3209),
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahua 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480),
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran. Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048),
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentangPembentukan Kabupaten Dharmasraya, KabupatenSolok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2604, tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan aniara Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
32584,
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di BidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat
1 dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3410),
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10.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati Il
Sawahlusto, Kabupateu Dati H Sawahlunto/Sijunjungdan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 10),Peraturai Pemerah Nomor 43 Tahun 1993 teniang"

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
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va X9
&

15.

16.

18.

129.

20.

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529),Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentangKendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahuo 1993 Nomor 64, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530),Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2091 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan
Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tcmpelan ,Karoseri dan Bak muatan serta Komponen-Komponenya,
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomorKEP.35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas EmisiGas Buang Kendaraan Bermotor,

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor $ Tahun 2004
7

tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor,Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/SijunjungNomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri .
Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4),Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/SijunjungNomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokokPengelolaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah (Lembaran Daerah KabupatenSawahlunto/Sijunjung Tahun 2002, Nomor 26),Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/SijunjungNomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi danTata. Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Tahun 2004 Nomor
33),

—



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SAWAESBLUNTO/SDUNJUNG
dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIPENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung,Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemcrintahan daerah,
Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung,Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan KabupatenSawahlunto/Sijunjung:,
Pemilik adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau yangmenguasai kendaraan bermotor,
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara ataudaerah dengan nama dan bentuk apapua, persekutuan, perkumpulan, firma,kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, danapensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya,Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang RetribusiDaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku,Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji danatau memeriksa bagian-bagian kendaraan berrnotor, kereta gandengan,kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalamrangka pemenuhan terhadap persyaratan tekhnis dam taik jalan,Uji Berkaia Pertama adalah Pelaksanaan Uji Berkala Pertama, kegiatannyamemeriksa kondisi tehnis kompouen kendaraan, pengukuran dimersi,kwalitas bahan, penetapan daya angkut -barang/orang dan penctapan jumlahberat yang diizinkan bagi setiap kendaraan wajib uji,

5.

6.

7.
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13.

14.

15.

10.

17.

18.

19.

21.

Uji Berkala Kedua, Ketiga, dan selanjutnya adalah kegiatan memeriksakondisi teknis komponen kendaraan bagi setiap kendaraan wajib uji yangdilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali,

10

. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatanteknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan ataukereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor,. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Regibusi adalah pungutan dacrah
12

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang kususdisediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentinganorang pribadi atau badan:
Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh PemerintahDaerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan,Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retibusi,Masa retribusi adalah suatu jangka tcrieatu yang merupakan batas waktubagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin retribusi pengujiankendaraan bermotor,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDadalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yangterhutang:
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yangselanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yangmenentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan,Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapatdisingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retibusi lebih besardari pada retribusi yang terhutang atau tidak sebarusaya terhutang,Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRDadalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasiberupa bunga dan atau denda:Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadapSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLByang diajukan olehWajib Retribusi,Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,dan mengolah data dan atau keterangan lainya dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturanperundang-undangan retsibusi Daerah,

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawar Negeri Sipil yangselanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkanbukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidangretribusi Daerah yang terjadi sertamenemukan tersangkanya,
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BAB UI

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut atas
setiap pelayanan uji berkala. -

Pasal 3
Objek retribusi adalah uji berkala yang mendapatkan pelayanan jasa uji berkaladi wilayah Daerah.

Pasat 4
Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan jasa untuk
melakukan uji berkala.

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi uji berkala digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktuan
pengujian kendaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANTRUKTUR DAN BESARNYA TARIFs'

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Berkala -
Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk memastikan kondisi laikjalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku: "



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFVA

4Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya
penyelenggaraan pengujian,

(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal yangberkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor:
(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Pengadaan cat untuk tanda uji,
b. (Seret,
Cc. Pembayaran biaya pinjaman (jika ada),

(4) Belanya Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputr:a. Pengadaantanah,
b. Rumah Uji dan bangunan lainnya,
c. Peralatan Uji:
d. Pembayaran Pokok Pinjaman (jika ada),

(5) Belanja Modal untuk pengadaan tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (4)hurufa dihitung berdasarkan nilai sewa untuk | (satu) tahun anggaran,(6) Belanja Modal untuk pengadaan rumah uji dan bangunan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan peratatan ujisebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan
pembebanan tahunan nilai rumah uji, bangunan lainnya dan peralatan uji,(7) Besarnya tarifditetapkan sebagai berikut :
a. Biaya administrasi Rp. 5.000.-b. pengujian- Mobil bus, Mobil barang dan kendaraari khusus Rp. 15.000,-- MPU, kereta tempelan dan kereta gandengan- Rp. 10.000,-
Cc. Biaya pembuatan dari Pengecatan Tanda Samping Rp. 4.600,: .
d. Biaya Tanda Plat uji/tanda bukti uji Rp. 4.000,-
e. Biaya Buku Uji Rp. 5.000,-£ Retribusi penggantian mesin KB Merk/Type/

yang sama Rp. 25.000,-

yi Retribusi penilaian persentase teknis- Mobil penumpang/Bus/Mobil Barang Rp. 50.090,-



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat retribusi uji berkala
diberikan,

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retibusi adalah jangka waktu yang larianya 6 (enam) bulan,

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan,

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD,
2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benardan lengkap serta ditanda tangani olehWajib Retribusi atau kuasanya,(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

C

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(I) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan,
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yangsemula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusiyang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT:



(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
Gipersarnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan:
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, dan SKRDKBT:

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI!

Pasai 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar lepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut .

1. Terlambat 1 bulan atau kurang dari | bulan - 100 Y5
2. Terlambat 2 bulan atau lebih dari | bulan — 2004
3. Terlambat 3 bulan atau lebih dari 2 bulan — 300 4
4. Terlambat 4 bulan atau lebih dari 3 bulan - 400 4
5. Terlambat 5 bulan atau lebih dari 4 bulan — 500 Y4
6. Terlambat 6 bulan atau lebih dari 5 bulan —600 Y
Dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD:

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus:
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Iima belas) hari

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan denganSKRDKBT dan STRD:
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati:



BABXIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(8) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ),

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasat 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan,SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas,

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapanretribusi tersebut:

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBTdan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya:

(S5) Keberatan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2 ) dan (3 tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan,

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

.

a

p,4

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggaln€
Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yangdiajukan:



(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang:(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )ielah lewat danBupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

a

| BAB XYIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati,(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama & (enam) bulan sejakditerimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksudpada ayat (1 ) harus memberikan keputusan,(3) Apabila jangka waktu sebapaimana dimaksud pada ayat (2 ) telahdilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harusditerbitkandalam jangka waktu 1 (satu ) bulan,(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai butang retribusi lainnya kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut,(S5) Pengembalian kelebihan pembayaran retibusi sebagaumana dimaksudpada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu pahng lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB,
(6y Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelahlewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bungasebesar 2 Yo ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayarankelebihan retribusi.

1

d1)a

Pasal21
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan Secaratertul:s kepada Bupati dengan sekurang-kurangnyamenyebutkan :a nama dan alarnat Wajib Retribusi,

bh. masa retribusi
c. besarnya kelebihan pembayaran,d. atasan yang smgkat dan jelas.(2) Permobonaa pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikansecara langsung atau melalut pos tercatat,(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman postercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.



Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SuratPerintah Membayar Kelebihan Retribusi:
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutangretribusi lainnya, scbagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayarandilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan jugaberlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(J) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasanretnibusi,
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuanwajib retribusi antara lain untuk mengangsur:(3y Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepadaWajib retribusi yang ditimpa bencana alam,(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkandengan Peraturan Bupati.

BAB XVITI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24
.

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelahmelampauijangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi,(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila :
2. diterbitkan Surat Teguran, atau:
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsungmaupun tidak Jangsung.



(2)

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Fasai 25

(D Pejabat Pegawa: Neoeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan:tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor $ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalaha.

a

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah,
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang reribusi daerah,Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah,Melakukan pengetedahan untuk mendapatkan bahan bakti pembukuan,pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut:
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah,
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meunggaikan
Tuangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagairmana yang dimaksud hurufe,
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah,
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi,
Menghentikan penyidikan,
Melakukan tindakan tain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

b.

d.

€.

£

8

h

1



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), memberitahukandimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXKETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikankeuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enatn) bulanatau denda paling banyak 4 (empat) kali jurnlah retribusi terhutang,(2 Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran,

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai(pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,



Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, -

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20Nopember 2006

BUPATI SAWAALUNTO/SIJUNJUNG,
bto

DARIUS APAN
. Diundangkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,
Dto

Ps. BAKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNGTAHUN 2906NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

UARITA
Nip. 410012773,-



IL.

PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUML

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, maka pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah yang beraal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya
yang berasa! dari Retribusi Dearah, perlu ditingkatkan sehingga
kemandirian daerah dapat lebih diwujudkan.”

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan
perekonomian di Daerah, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya penyediaan
pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan
kinerja pemungutan, dan penambahan jenis-jenis Retribusi Daerah, salah
satunya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sesuai dengan maksud
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat (2)hurufk.

Dalam rangka penyerahan kewenangan di bidang pengujian
kendaraan bermotor dari Propinsi ke Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan
sejalan dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijuajuag Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan
Bermotor perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga dapatlebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta terwujudnya
peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



Pasai 2
Cokupjclas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
€ukupjelas

Pasal 5
Cukupjelas
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€ aukup jelas

Pasal 7
Cukup jetas

Pasal 8
Cukup jelas
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Cukupjelas

Pasai 10
Cukup jetas
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€ukupjelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukupjetas
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Cukup jelas
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Pasal 23
Cukup jefas

Pasai 24
Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasai 26

Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasai 28

Cukup jelas
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